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TEilTANG

PEDOMAil PEHBERIAI{ SAT{TUT{A]{ KEPADA PEI{GGARAP TANAH YAT{G
DIKUASAI I3T{GSUilG OLEH T{EGARA EI(s HGU PTPN II UITTUK
PEMBA]IGUNAN TAIA]I ARTERI/I{OIT TOt MEilUJU BANDARA KUALA
HATIIU DI DESA BUT{TU BEDI]IIBAR DAT{ DESA TETAGA SARI
KECAMATATI TAruUilG UORAWA SERTA DESA SET{A KECAI{ATAT{
BATAT{G KUIS KABUPATEil DELI SERDAT{G

Menimbang

DETGAII RAHMAT TUHATT YAI{G MAHA ESA

GUBERN UR SUMATERA UTARA"

bahwa sesuai ketentuan Lampiran I angka 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2W7 tentang Pembagian Urusan

femerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Gubemur berwenang

untuk rnenyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah

untuk pembangunan;

bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah terkait dengan

Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara yang digarap oleh

maqprakat perlu disusun suatu @oman rnengenai pemberian

santunan;

bahwa berdasarkan izin pelepasan aset dari Menteri Negara

BUMN Nomor S-376/MBUl20tt tanggal 27 Juni 2011 terhadap
Eks HGU PTPN I1 Untuk Pembangunan lalan Arteri/Non Tol

Menuju Bandara Kuala Namu Di Desa Buntu Bedimbar dan Desa

Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Srta Desa Sena

Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

bahwa berdasarkan hasil Rapat furum Komunikasi Pimpinan

Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Agustus 2011 tentang
Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Yang Dikuami
Langsung Oleh Negara Eks HGU PTPN II Untuk Pembangunan

lalan Afteri/l,lon Tol Menuju Bandara Kuala Namu Di Desa Buntu

Bedimbar dan Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa

Serta Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli

Serdang;

. ct.



a

Mengingat :1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menebpkan
Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian santunan
Kepada PengEarap Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara
Eks HGU PTPN II Untuk Pembangunan Jalan Arteri/Non Tol
Menuju Bandara Kuala l,lamu Di Desa Buntu Bedimbar dan Desa
Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Sefta Desa Sena
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tenbng pembentukan

Daemh Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan per"turan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 64, Tambahan Lembran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pernakaian Tanah Tanpa lzin yang Eerhak atau Kuasanya
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2106);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara ReBublik Indonesia Tahun Lggg

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a297);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2094 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (tembaran Negara Tatrun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-llndang flomor 32 Tahun 2W4 tenbng Penrerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

4.

7.
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9.

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 7007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Kepala Badan Peftanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2007 tentang Ketentuan Pelalaanaan Peraturan Presiden Nomor

36 Tahun 2005 tenbng Pengadaan Tanah bagi Pelalaanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum;

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

42|HGU/BPN Tahun 20A2 tentang Pemberian Perpanjangan

Jangka WaKu Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di l€bupaten

Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HGU/BPN/2004 tentang

Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten

Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera

tJtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tenbng Organisasi Dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

10.

11.

13.

L4.

t2.

15.
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15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang organisasi Dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi sumatera utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2009 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara
Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 rentang organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi Sumatera Ubra
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera ljtara Tahun 2009 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara
Nomor 9);

MEUUTUSI(A]{ I

PEMTURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERI.AN SANTUNAN

KEPADA PENGC'ARAP TANAH YANG DIKUASAI IANGSUNG OLEH

NEGARA EIG HGU PTPN II UNTUK PEMBANGUNAN ]AljN
ARTERI/NON TOL MENUJU BANDAM KUAI.A NAMU DI DEgq BUNTU

BEDIMBAR DAN DESA TELAGA SARI KECAMATAN TAN]UNG MORAWA

SERTA DESA SENA KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN

DEU SERDANG.

BAB I
KETEI{TUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

2. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Panitia Pengadaan Tanah selanjutnya disebut P2T adalah panitia

yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

5. Pengadaan Tanah adalah Setiap kegiatan untuk mendapatkan

tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau sntunan kepada

yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan,

tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

L7.

Menetapkan



-5-

7.

Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara adalah tanah yang

belum diletakkan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah Eks HGU adalah Tanah yang dikecualikan dari permohonan

perpanjangan HGU PTPN II yang terletak di Desa Buntu Bedimbar

dan Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa serta Desa

Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Penggarap adalah orang/sekelompok orang/penghuni baik

karyawan maupun eks karyawan PTPN yang memanfaatkan

secara langsung fisik areal tanah Eks HGU.

Santunan adalah Pemberian dalam bentuk uang dan/atau bentuk

lain yang ditetapkan kepada renggarap.

BAB II
PE ]I BERIA]T SA]ITU 1{A1{

Pasal 2

Pemberian santunan kepada penggarap Tanah Yang Dikuasai

Langsung Oleh Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. tanah yang digarap adalah Tanah Eks HGU yaitu Tanah yang

dikecualikan dari permohonan perpanjangan HGU PT"N II yang

terletak di Desa Buntu Bedimbar dan Desa Telaga Sari Kecamatan

TanJung Morawa serta Desa Sena Kecamatan Batang Kuis

Kabupaten Deli Serdang.

b. tanah eK HGU dimanfaatkan secara langsung oleh penggarap.

c. dinyatakan benar oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan

masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga

dengan penggarap baik sedarah maupun semenda dan didukung

buKi-buKi lainnya.

d. merupakan hasil inventarisasi P2T Kabupaten Deli Serdang.

9.
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Pasal 3

santunan yang diberikan kepada penggarap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dengan perhitungan zla/o x luas tanah garapan x harga

appraisal yang sudah ditetapkan oleh p2T Kabupaten Deli serdang.

BAB III
PEIAI(SAIIAAt{

Pasal 4

(1) Penetapan dan sosialisasi nilai santunan dilalaanakan oleh p2T

Kabupaten Deli Serdang.

(2) Pemberian santunan dilaksanakan oleh satuan Kerja perangkat

Daerahllnstansi yang memerlukan tanah.

BAB W

PENGAWASAN DAl{ PET{GE]{ DALIATT

Pasal 5

(1) Pengawasan atas pemberian santunan kepada

penggarap dilaksanakan oleh Bupati Deli Serdang dan Gubemur

Sumatera Utara.

(2) Pengendalian atas pemberian santunan kepada penggarap

menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi

yang memerlukan tanah.

(3) Hasil pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dllaporkan oleh Satuan Kerja perangkat

Daerah/Instansi yang memerlukan tanah secara berkala kepada

Gubernur melalui Seknetaris Daerah.
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BAB V

PETIIBIAYAATII

Pasal 6

Biaya )iang diperlulen untuk pelaksanaan pemBian santunan dan

biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pelalaanaan pemberian

santunan ter*but kepada penggarap Tanah Yang Dikuasai Langsung

Oleh Negara Eks HGU PIPN II Untuk Pembangunan Jalan Arteri/Non

Tol Menuju Bandar:a Krnla Namu Pada Desa Buntu Bedimbar dan Desa

Telaga Sari Kecamatan TanJung Morawa *rta Desa Sna Kecamatan

Babng Kuis lGbupaten Deli Serdang, dibebankan pada Satuan Kerja

Pennglct Daerahllnstansi yang memerlukan tanah.

BA3 VI

KETEI{TUAT{ PEilUruP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diailr dalam Peraturan Guhmur ini mengaa.t

dan disesuaikan dengan ketentuan perahrran perundang-

undangan.

(2) Peraturan Guhmur ini mulai berlaku pada tanggal diundanglon,

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam

Berib Daerah Prodnsi Sumatera tjtara.

Ditetapl€n di Medan

pada tanggal 19 Agustus 2011

PIt. GUBERNUR STJMATERA UTARA,

dto

GATOT PU]O NUGROHO

i;0tl

PROVINSI St,ft{ATERA IITARA TAHUN 2g1I NOMOR 62


